KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BUPATI BANTUL

Menimbang   : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2000 tentang Retribusi Terminal telah diundangkan  dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri B Nomor 4 Tahun 2000;

    b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaac;

     c. bahwa berdasarkan pertimangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan   Keputusan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal;

Mengingat
:  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran  Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran negara Nomor 3293);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

7. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Seri B Nomor 4 Tahun 2000);

Memperhatikan : 1.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 1995 Tentang Terminal dan Transportasi Jalan.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  Petunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal adalah sebagai berikut : 

1. Pasal 4 :

a. Lokasi terminal penumpang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan Lokasi sebagai berikut :

1) Palbapang;

2) Pajangan;

3) Parangtritis;

4) Samas;

5) Imogiri;

6) Pandansimo;

7) Sorobayan;

8) Kayuhan;

9) Dan lain-lain tempat yang akan ditentukan kemudian oleh Bupati.  

b.   Tempat-tempat pemungutan retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

1)  Terminal Palbapang;

2) Terminal Imogiri;

3)  Terminal Sedayu;

4) Terminal Piyungan;

5) Dan lain-lain Terminal yang akan ditentukan kemudian oleh Bupati;

c. Bagi kendaraan bus /mobil penumpang umum yang beroperasi dari arah barat terminal ( Sorobayan, Pandansimo, Kayuhan; Srandakan dan Wates ) wajib masuk Terminal Palbapang.

d. Bagi kendaraan bis/ mobil penumpang umum yang beroperasi dari sebelah selatan jurusan Samas wajib masuk Terminal Palbapang.

e. Bagi kendaraan bis/mobil penumpang umum yang iji trayeknya melalui Terminal Piyungan wajib masuk Terminal Piyungan.

f. Bagi kendaraan bis/mobil penumpang umum yang ijin trayeknya melalui Terminal Sedayu wajib masuk Terminal Sedayu.

2.   Pasal 17 (2) :

   Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi adalh sebagai berikut :

a. Wajib retribusi membayar retribusi berdasarkan karcis yang disediakan Dinas Lalu Lintas da angkutan Jalan Pada saat kendaraan masuk terminal yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut Dinas Lalu Lintas danangkutan Jalan di Terminal;

b. Petugas pemungut Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di terminal menyetorkan kepada Bendahara penerima Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk di setorkan Kas daerah;

c. Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis dengan bentuk, isi dan ukuran karcis 6,5 cm x15,5 cm sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

 3.  Pasal 18 ayat (3) :

         Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan adalah sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan kepada Bupati cg Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

b. Permohonan Sebagaimana dimaksud huruf a, harus diajukan paling lama 14 ( empat belas ) hari kerja sebelum penetapan retribusi terutang;

c. Besarnrnya keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Bantul setelah diadakan penelitian dan peninjauan oleh petugas;

d. Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana tersebut huruf a diberikan paling lama 14 b(empat belas) hari kerja setelah diterima pengajuan permohonan secara lengkap dan benar;

e. Apabial jangka waktu sebagaimana tersebut huruf d telah lewat dan Bupati tidak memberikan tanggapan atau jawaban, maka permohonan dianggap diterma.

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

                                    Ditetapkan di Bantul



Pada tanggal 25 Januari 2000

                                    Bupati Bantul 

                                    M. IDHAM SAMAWI

                        Diundangkan di Bantul

                        Pada tanggal 26 Januari 2001

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

         A   S   H   A   D   I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

         SERI  D  NOMOR 04  TAHUN  2001

